MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGER]I REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang
Desa  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan  Pemerintah  Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelal Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014
tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Menteri tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;

I. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor ¢ Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495),

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Per Pelal Undang Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa |Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesin Nomor 5539), sebagaimana beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor &6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);

. Peraturan Pemenintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dann Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah
beberapa  kali  diubah  terakhir dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dan Anggaran
Pendapatan  dan  Belanjn  Negars  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN  MENTERI DALAM  NEGERI TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

BABI
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal |

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
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berwenang untuk mengatur dan  mengurus  urusan
pemerintahan,  Kepentmgan  masyarakat  setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal wusul,
dan/atan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem  pemenintahan  Negara  Kesatuan  Republik
Indonesia.

2, Pemerintahan  Desa  adalah  penyelenggaraan  urusan
pemerintahan  dan  kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia,

3, Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagal unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa,

4, Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya dismgkat
BFD man yang disebut dengan nama lain adalab lembagn
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dan penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapl demokratis.

5, Keuangan Desa adalah  semua hak dan kewajiban Desa
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu
berupa uang dan barang yang berhubungan dengan

pelak hak dan kewajiban Desa.
6, Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi p pelak p haan

pelaporan, dan pertanggungawsaban keuangan Desa.

7. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP
Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangnnan
Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun.

8 Anggaran Pendap dan Belanja Desa, selanjutny
disebut APH Desa, adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan Desa.

9, Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening
kas Desa,

10. Pengeluaran Desa adalah nang yang keluar darl rekening
kas Desa,
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L1, Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam |
[satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak
periu dikembalikan oleh Desa,

12, Belanja Desa adalah pengel yang merupakan
kewajiban Desa dalam | (satu) tahun anggaran yang tidak
akan diterima kembali oleh Desa.

13, Pembiaynan Desa adalah semua penerimaan yang periu
dibayar kembali dan /atau pengeluaran yang akan diterima
kemball, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun anggaran berikutnya.

14, Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang
selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau
sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai
kewenangan menyelenggarakan kescluruhan pengelolaan
kenangan Desa,

15, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya
disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang

eiak } pengelol k gan Desa berdasarkan
keputusan  kepala Desa yang menguasakan  sebagian
kekunsaan PKPKD.

16.Sckretaris  Desa  adalah  perangkat Desa  yang
berkedudukan sebagal unsur pimpinan sekretariat Desa
yang menjalankan tugas sebagal koordinator PPKD.

17. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah
perangkat Desa vang berkedudukan scbagai unsur staf
sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.

18. Kepala Seksl, vang seclanjuinya disebut Kasi, adalah
perangkat Desn yvang berkedudub sebagai  pelaksa
teknis yang menjalankan tugas PPKD,

19. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimp
uang Pemerintahan Desa yang menampung selurub
penerimaan  Desa  dan  digunak untuk bay

scluruh pengeluaran Desa dalam | (satu) rekening pada
Bank yang ditetapkan.

20. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa,
adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara



21.

23.

24,

25.

27,

28.

SR

langsung vang berasal dan kekayaan Desa yang
dipisahl guna gelola aset, jasa pelayanan, dan
usaha lainnya untuk scbesar-besamya  kesejahtcraan
masyarakat Desa,

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna
mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar

yang tidak dapat dipenuhi dalam sata tahun anggaran,

.Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih  antara

pendapatan Desa dengan belanja Desa,

Defisit Anggaran Desa adalah selsih § g
pendapatan Desa dengan belanja Desa,

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut
SILPA adalah selisth lebih i penerimaan  dan
pengeluaran anggaran sclama satu pertode anggaran.

Dok Pelal Anggaran  yang  selanjuinya
disingkat DPA adalah dol yang rincian
setiap kegiatan, anggaran yang disediekan, dan rencana
penartkan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan
berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB
Desa.

Dokumen  Pelak Perubah Anggaran  vang
selanjutnya  disingkat DPPA  adalah dokumen yang
memuat perubahan rincian keglatan, anggaran vang
disedial dan penarikan dana untuk kegiatan
yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah
ditetapkan dalam Perubaban APHE Desa dan fatan
Perubahan Penjabaran APB Desa.

Dok Pelal Anggaran  Lanjutan  yang
sclanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang
memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana
untuk keglatan lanjutan yang anggarannya berasal dan
SiLPA tahun anggaran sebelumnya,

Pengadaan barang/jasa Desa yang sclanjutnya disebut
dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiastan untuk
memperoleh  barang/jasa oleh  Pemerintah  Desa, baik
dilakukan melalui  swakelola dan/atau  penyedia
barang/jasa.
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20. Rencana Anggaran Kas Desa yang sclanjutnya disebut
RAK Desa adalab dok yang arus kas masuk
dan ams kas keluar yang digunakan mengatur penarikan
dana dar rekening kas untuk mendanai pengeluaran-
pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan cleh
kepala Desa,

30, Sural Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat
SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegatan
pengadaan barang dan jasa,

31. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.

32, Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya
disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian,
unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian,
inspektorat daersh provnsi, dan inspektorat daerah
kabupaten/ kota,

Bagian Kedua
Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 2
{1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan,
akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan
disiplin anggaran.
(2) APB Desa merupakan dasar pengelolann keuangan Desa
dalam masa | (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1
Januar sampal dengan tanggal 31 Desember.

BAB 11
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 3
(1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakill Pemerintah
Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang
dipisahkan.
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{2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), mempunyai Kewenangan:

5 apl kebijak z g polak AFB
Desa;

b, menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang
milik Dess;

Yalersl tinnelal

yang mengnkibatkan

pengeluaran atas beban APB Desa;

menetapkan PPKD,

menyetujui DPA, DFPA, dan DPAL;

menyetujui RAK Desa; dan

menyetujui SPP,

{3) Dalam melak kan kek pengelol keunangan
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa
menguasakan sebagian kek ya kepada perangkar
Desa selaku PPKD.,

(1) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD
ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

a

® =0

Bagian Kedua
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 4
PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdin
atas:
a  Sekretaris Desa;
b. Kaur dan Kasi, dan
c. Kaur keuangan.

Pasal 5
(1) Sekretaris Desa sehagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD,
{2) Sckretaris Desa scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas:
a,  mengoordinasik P dan
kebijakan APB Desa,

1al
L
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mengpordinasikan peny rancangan APB Desa
dan rancangan perubahan APB Desa;
mengpordinasi} peny 1gan peraturan

Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan
pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;

mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan
kepala  Desa 1 Penjal APB  Desa dan

¥ o+

Perubahan Penjabaran APB Desa;

mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang
menjalankan tugas PPKD; dan

mengpordinasik peny laporan  kenangan
Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan

APB Desa,

(3) Selain tugas sebagal dimaksud pada ayat (2),

a
b

Desa punyni tugas:
melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan

¢ melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan

pengeiuaran APB Desa.

Pasal 6

(1) Kaur dan Kasi schagaimana dimaksud dalam Pasal 4

hurufb bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
{2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a.

b

Kaur tata usaha dan umum, dan
Kaur perencanaan.

(3) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a
b

o8

Kasi pemerintahan,
Kasi kescjahteraan, dan
Kasi pelayanan.

{4) Kaur dan Kasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai fugas:

a,

b

melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran atas beban anggsran belanja sesual
bidang tugasnys;

melaksanakan anggaran  kegiatan sesuai  bidang
tugasnyi;
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< mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
menyusun DPA, DFPPA, dan DPAL sesual bidang
tugasnya;

¢ menandatangani  pefanjian  kerja  sama  dengan
penyedia atas pengadsan barang/jasa untuk kegiatan
yang berada dalam bidang tugasnya; dan

£ menyusun  laporan  pelaksanaan  Kegiatan  sesuai
bidang tugasnya untuk  pertanggungawaban
pelaksanaan APB Desa.

{5) Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan
anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat () dilakukan
berd g tugas i g dan ditetapk

5 L

= hid
kan

dalam RKP Desa.

Pasal 7

(1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dibantu oleh tim
yang melaksanakan keglatan pengadaan barang/jasa
yang karena sifal dan jepisnya tidak dapat dilakukon
sendiri.

(2) Tim scbagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari
unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa
dan/atau masyarakat, vang terdinl atas:

o ketua;
b. sckretaris, dan
. angom.

(3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
yaitu pelaksana kewilayahan,

{4) Pembentukan tim scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa

{5) Tun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan
melalui keputusan Kepala Desa.

Pasal 8
(1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
hurf c melaksanakan fungst kebendaharaan.
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(2) Kaur keuangan scbagai dimaksud pada ayat (1),
mempunyal tugas:
a, menyusun RAK Desa, dan
b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima
menyimpan, menyetorkan/membavar,
menatausahakan  dan pertanggingjawab}
penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam
rangka pelaksanaan APB Desa,
(3) Kaur  Keuangan  dalam  melaksanakan  fungsi
kebendaharaan memiliki Nomor FPokok Wajib Pajak
pemerintah Desa,

BAB 11
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 9

(1) APB Desa terdiri dan:

A pendapatan Desa;
b. belanja Desa; dan
¢ pembiayaan Desa.

{2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurul a diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan
objek pendapatan.

(3) Belanja Desa schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan,
Jenis belanja, objek befanja, dan rincian objek belanja.

{4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf ¢
diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan  objek

pembiayaan.

Pasal 10
Pendag Desa, belanga Desa, dan pembiayaan Desa diberi
kode rekening.
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Bagian Kesatu
Pendapatan

Pasal 11
Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1) huruf a, yaitu senma penerimaan Desa dalam 1
[satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak
periu dikembalikan oleh Desa,
Pendapatan Desa sebagaimana dimsksud pada ayat (1),
terdini atas kelompok:
@, pendapatan asli Desa;
b. transfer; dan
¢ pendapatan lain,

Pasal 12
Kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (2} huruf a, terdiri atas jenis:
a. hasil usaha;
b, hasil aset;
¢, swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
d, pendapatan asli Desa lain.
Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf a, antara lain bag hasil BUM Desa.
Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
antara lain, tansh kas Desa, tambatan perahu, pasar
Desa, pat i Jaringan irigasi, dan
hasil aset lainny dengan gan berdasarkan
hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa,
Swadaya, partisipasi dan gotong rovong scbagaimana
dimaksud pada ayat (1] huruf ¢ adalah penerimaan yang
b ] dari bangan masyarakat Desa,
Pendapatan asli Desa lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d antara lain hasil pungutan Desa,
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Pasal 13

(1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:

a, dana Desa;

b. bagian dari hasil pajak dacrah dan retribusi daerah
kabupaten /kots;,

¢ alokasi dana desa;

d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Provinsi, dan

e bantuan keuangan dan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Kabupaten/ Kota,

{2) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah  Provinsi  dan  Daerah  Kabupaten/Kota
sebagaimana dimsksud pada ayat (1) huruf d dan hunf e
dapat bersifat umum dan khusus.

(3) Bantuan keuangan bersifat khusus scbagaimana
dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APB Desa tetapi
tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling
sedikit 70% (tujuh pulub per seratus) dan paling banyak
30% [tiga puluh per seratus),

Pasal 14

Kelompok pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (2) huruf c, terdiri atas;

a penerimaan dard hasil kerfa sama Desa

b, penerimaan darl bantuan perusahaan yang berlokasi di
Desa,

c. penerimaan dani hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;

d, koreksi kesalal belanja tabun anggaran sebelumnya
yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun
anggaran berjalan;

e, bunga bank; dan

. pendapatan lain Desa yang sah,
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Bagian Kedua
Belanja

Pasal 15
Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayal
(1) huruf b, yasitu semua pengeluaran yang merupskan
kewajiban Desa dalam 1 {satu) tahun anggaran yang tidak
akan diperoleh pembay va kembali oleh Desa.

Belanja Desa  sebagail a dimaksud pada ayat (1)

dipergunakan  untuk  mendanal  penyclenggaraan
kewenangan Desa.

Pasal 16
Klasifikasi belanja Desa terdin atas bidang;
a, penyelenggaraan pemerintahan Desa;
pelaksanaan pembangunan Desa;
pembi k yarakatan Desa;
pemberdayaan masyarakat Desa; dan
penanggulangsn  bencana, keadaan darurat  dan
mendesak Desa.
Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, sampai dengan hurul d dibag dalam sub bidang
dan kegjatan sesual dengan kebutuhan Desa yang telah
dituangkan dalam RKP Desa.
Klasifikasi belanja sebagpimana dimaksud pada ayat (1)
hurmaf e dibagi dalam sub bidang sesuai dengan
kebutuhan Desa  untuk  penanggnlangan  bencana,
keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

P ap o

Pasal 17
Klasifikasi belanja scbagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (1) buruf a dibagi dalam sub bidang
a, penyelenggaraan belanja pengh
dan ional intahan Desa;

P ¥
b. dan pemerintahan Desa;

tetap, tunjangan

¥
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¢ administrasl  kependudukan,  pencatatan  sipil,
statistik, dan kearsipan,

d tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan
pelaporan; dan

¢ pertanahan.

Klasifikasi belanja scbagaimana dimaksud dalam Pasal 16

ayat (1) huruf b dibag dalam sub bidang

a. pendidikan;

b kesehatan,;

¢ pekerjaan umum dan penataan ruang,

d. kawasan permukiman;

e kehutanan dan lingkungan hidup;

f.  perhubungan, komunikasi dan informatika;

g ecnergl dan sumber daya mineral; dan

h, pariwisata;

Klasifikasi belanja scbagai dimaksud dalam Pasal 16

ayat (1) huruf ¢ dibagl dalam sub bidang

a. ketentraman, ketertiban, dan pelindungan
masyarakal,

b, kebudayaan dan kegamaan;

¢ kepemudaan dan olah raga; dan

d. kelembagpan masyaral

Klasifikasi belanja scbagai dimaksud dalam Pasal 16

ayat (1) buruf d dibagi dalam sub bidang:

a. kelautan dan perikanan;

b. pentanian dan peternakan,

¢ peningkatan kapasitas aparatur Desa;

d. pemberdaynan perempuan, perlindungan anak dan

keluarga;
e koperasi, usaha mikro kecil dan menengah,
f. dukungan y dal, dan
g perdagangan dan perindustrian.
Klasifikasi belanja schagaimana dimaksud dalam Pasal 16

ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang;
4, penanggulangan beneana;

b. keadaan darurat; dan

¢ keadaan mendesak,
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Pasal 18

(1) Sub bidang sebagnimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
(1) sampai dengan ayat (4) dibagi dalam kegiatan

{2) Daftar kegiatan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan bahasa Indonesia dan dapal disesuailkan
dengan bahasa daerah dengan kode rekening yang sama.

{(3) Pemerintah Daerah dapat menambahkan kegiatan yang
tidak tercantum dalam daftar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan memberikan kode 90 sampal dengan
99,

{4) Pemerintah  Daerah  dapal  menambahkan kegatan
penenimaan lain Kepala Desa dan perangkat Desa dengan
kode rekening 90 sampai dengan 99 yang anggarannya
dialokasikan dan hasil pengelolaan tanah bengkok atau
sebutan lain dan/atau bantuan khusus pada sub bidang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a

{5) Penambahan kegiatan scbagaimana dimaksud pada ayat
14) tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling
banyak 30% (tign puluh per seratus) sebagaimana diatur
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19
Jenis Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1),
terdin atas:
a. belanja pegawai,
b. belanja barang/jasa;
c. belanja modal, dan
d. belanja tak terduga.

Pasal 20
{1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
huraf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan
tetap, tunjangan, penerimsan lain, dan pembayaran
jaminan sosial bag kepala Desa dan perangkat Desa,
serta tunjangan BPD,
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{2) Belanja pegawai scbagamana dimaksud pada ayat (1)
dlﬂnw dalam Mdmg,- iyelenggaraan pemer
Desa.

(3) Belanja pegawai scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan,

{4) Pembayaran jaminan scsial scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) i dengan ket P perundang-
undangan dan kemampuan APB Desa

Pasal 21

(1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 huruf b digunakan untuk pengeluaran bag pengadaan
barang/jasa yvang nilai manfaatnya kurang dart 12 (dua
belas) bulan.

(2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan antara lain untuk:

a operasional pemerintah Desa;

b. pemelih sarana pr Desa;

¢, kegatan i/rapal /p
teknis;

d, operasional BFD;

e, insentif Rukun Tetangga/Rukan Warga; dan

f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok
masyarakat.

{3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga scbagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf e vaitu bantuan vang untuk
operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga
untuk  membantu  pelaksanaan  tugss  pelayanan
pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman
dan ketertiban, serta pemberday yarakat Desa

{4) Pembentan  barang  pada  masyarakat/kelompok
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf {
dilakukan untuk jang pelaksanaan kegiatan Desa.

)

2 qs 1t Ihimbi
!

wan

Pasal 22
{1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
huruf ¢,  digunakan untuk pengeluaran  pengadaan
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barang yang nilal manfastnya lebih dari 12 (dua belas)
bulan dan menambah aset.

Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan
Desa.

Pasal 23

Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal

19 huruf d pakan belanja untuk keg) pada sub

bidang penanggulangan bencans, keadaan darurat, dan

keadaan mendesak yang berskala lokal Desa,

Belanja untuk kegatan pada sub bidang penanggulangan

bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak

schagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memenuhi kriteria sebagpi berikut:

a bukan merupakan kegiatan nommal dan aktivitas
pemerintah  Desa dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi beralang; dan

¢ berada di luar kKendali pemerintah Desa,

kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana

sebagaimana dimaksud pada avat (1) merupakan upava

tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan
bencana sosial.

Kegiatan pada sub bidang kead darurat schagy

dimaksud  pada ayat (1) memupakan  upaya

penanggulangan  keadaan darurat  karena adanya
kerusakan  dan/atau t ya  penyel
pembangunan sarana dan p alibat |} ik
harga yang menycbabkan terganggunya pelayanan dasar
masyarakat.

Kegiatan pada sub bidang kead desak meruy

upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan

dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

Ketentuan lebih fanjut belanja keglatan pada sub bidang

schagaimana dimalksud pada avat (1) distur dalam
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Peraturan  Bupati/Wali Kota mengenal  pengelolaan

keuangan Desa

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati/Wali Kota

schagaimana dimaksud pada ayat (6] paling sedikit

memuat:

& kriteria b alam dan b sosial,

b kriteria kegiatan  yang dapat  diblayal  untuk
penanggulangan bencana alam dan bencana sosial;

¢ kriteria keadaan damarat,

d kriteria dan pr ! dasar untuk
masynrakat;

e. kriteria keadaan mendesak;

f kriterta masyarakat miskin  yang mengalami
kedaruratan; dan

£ lala cara PENgEunaan anggaran,

Bagian Ketiga
Pembiayaan

Pasal 29
Pembiayaan Desa scbagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1) huruf ¢ merupakan semua penerimaan yang
perlu dibayar kembali dan fatau pengelusran yang akan
diterima  kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
Pembiayaan Desa sebagalmana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas kelompok:
a. penerimann pembiayaan; dan
b pengeluaran pembiayaan.

Pasal 25
Penerimaan pembiayasn sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (2) huruf a, meliput:
a. SiLPA tahun sebclumnya;
b, pencairan dana cadangan; dan
¢ hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahk
kecuali tansh dan bangunan.
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(2) SILPA scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
paling  sedikit  meliputi  pelampauan  penerimaan

pendap terhadap belanja, pengh belanja, dan
sisa dana keglatan yang belum selesai atau lanjutan.
{3) Pencairan dana cadangan sebagai dimaksud pada

ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan
kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan
dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.

{4) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dicatat

dalam penert pembi hasil penjualan kekayaan
Desa yang dipisahkan.
Pasal 26
Pengeluaran  pembiayaan - sebagai dimaksud  dalam

Pasal 24 ayat {2) huruf b, terdiri atas :
a pembentukan dana cadangan; dan
b. penyertaan modal,

Pasal 27
{1) Pembentukan dana cadangan scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 humf a dilakukan untuk mendanal
kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus
dibebankan dalam 1 {satu) tahun anggaran.
{2) Pembentukan dana cadangan scbagaimana dimaksud
pada avat (1) ditetapkan dengan peraturan Desa.
(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada avat (2)
paling sedikit memuat:
a p p il pemb kan dana cadangan;
b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana
cadangan,
¢, besaran dan rindan tahunan dana cadangan yang
harus dianggarkan;
d. sumber dana cadangan; dan
e, tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan,
(4) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari
penyisihan  atas  penerimasan  Desa, kecuali  dari
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penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara
khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir
masa jabatan kepala Desa,

Pasal 28
Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
huruf b antara lain digunakan untuk menganggarkan
kekayaan pemerintah Desa yang dunvestasikan dalam
BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau
pelayanan kepada masyarakat.
Penyertaan modal scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang
dianggarkan darl pengel pembiay dalam APB
Desa,
Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat
dijual.
Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis
kelayukan g3 per P dang
undangan,
Tata cara penyertaan modal diatur lebih lanjut dalam
Peraturan  Bupati/Wali Kota mengenal  pengelolaan
keuangan Desa
Peraturan Bupati/Wali Kota scbagaimana dimaksud pada
ayat (5] sedikitnya memuat Ketentuan:
a. Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan; dan
b indikator analisa kelayakan penyertaan modal.

BAB IV
PENGELOLAAN
Pasal 29
Pengelolaan keuangan Desa meliputi:
perencanaan;
pelaksanaan;

b
¢,

penatausahaan;
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d. pelaporan; dan
e, pertanggungawaban,

Pasal 30

{1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 dilakukan dengan Basis Kas.

(2) Basis Kas sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)

pakan p tatan tr ksi pada saat kas diterima

atau dikeluarkan dan rekening kas Desa.

(3) Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan
menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian
Dalam Negeri,

Baglan Kesatu
Perencanaan

Pasal 31

(1) Peren pengelol gan Desa merupakan
perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan
Desa pada tahun anggaran berkennan yang dianggarkan
dalam APB Desa.

{2) Sekretaris Desa  mengoordinasikan  penyusunan
rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun
berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang
diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.

{3) Materi muatan Peraturan Bupatl/Wall Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

a sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah
kabupaten/kota dengan kewenangan Desa dan RKP
Desa,

b, prinsip penyusunan APB Desa,

¢, kebijakan penyusunan APB Desa,

d. teknis penyusunan APB Desa; dan

¢, hal khusus lainnya.

(4) Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan
bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang
APH Desa,



Pasal 32
{1) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan
Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa,

{2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB  Desa
schagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala
Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama
dalam musyawarah BPD.,

Rancangan Peraturan Desa tentang APH  Desa

schagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakatl bersama

paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

(1) Dalam hal BFD tidak menyepakati rancangan Peraturan
Desa tentang APB Desa yang disampatkan Kepala Desa,
Pemerintah Desa hanya dapat melakukan keglatan yang
berkenaan dengan pengeluaran operasional
penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan
menggunakan pagu tahun sebelumnya.

{5) Kepala Desa menctapkan Peraturan Kepala Desa sebagal
dasar pelaksanaan kegialan sebagaimana dimaksud pada
ayat ().

{3

Pasal 33
(1) Atas dasar kescpal b kepala Desa dan BPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3}, Kepala
Desa menyiapkan Rancangsn Peraturan Kepala Desa
mengenai penjabaran APB Desa.
{2) Sckretaris Desa mengoordinasi} peny an

Rancangan  Peraturan  Kepala Desa  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Pasal 34
(I) Rancangan  Peraturan  Desa  tentang AP3  Desa
bagal dimaksud dalam Pasal 32 ayat |(3)

disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota
melaluf camat atau sebutan lain paling lambat 3 {tign) hari
sejak disepakati untuk dieval
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{2) Bupati/Wali Kota dalam melakuk luasi berped

3

{1

3]

&)

dengan  pand Evaluasi R gan  Peraturan  Desa

tentang APB Desa.

Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi

dengan dokumen paling sedikit meliputi:

A sural pengantar,

b, rancangan peraturan  kepal Desa genal
penjabaran APB Desa;

¢, peraturan Desa mengenai RKP Desa;

d, peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan
hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
e [ Desa 2 pembentukan  dana

cadangan, jika tersedis;

{. peraturan Desa mengenai penyertann modal, jika
tersedia; dan
g berita acara hasil musyawarah BPD,

Pasal 35

Bupati/Wali Kota dapal mengundang  kepala  Desa
dan/fatau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan
evaluasi,

Hasil evaluasi schagaimana dimaksud pada avat (1)
dituangkan dalam Keputusan Bupati/Wali Kota dan
disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 {dua
puluh) hari kerja terhitung sejak ditenmanya rancangan
dimaksud.

Dalam hal Bupati/Wali Kota tidak memberikan hasil
cvaluasi dalam batas waktu scbagaimana dimaksud pada
ayat |2}, rancangan peraturan Desa dimaksud beraku

dengan sendirinya.
Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) telah i d } an  peraturan

perundang-undangan yang lebih  tinggl, kepentingan
umum, dan  RKP Desa, selanjutnya  kepala Desa
menetapkan menjadi Peraturan Desa.
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Dalam hal hasil h bagal dimaksud pada
ayal (2)  tdak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang undangan  yang lebih tingg, kepentingan
umum, dan RKP Desa, kepala Desa bersama BPD
melakukan penyempumaan paling lama 20 [dua puluh)
hari kerja terhitung scjak diterimanya hasil evaluasi

Pasal 36
Apabila hasil evaluasi sebagal dimaksud dalam Pasal
35 avat (5] tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan
Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan
Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan
Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
APB Desa manjadi Peraturan Kepala Desa, Bupat/Wali
Kota  membatalkan  peraturan  dimaksud  dengan
Keputusan Bupati/Wali Kota,
Kepala Desa berhentikan pelak Peraturan
Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh)
hari kerja setelah pembatalan  sebagni dimaksud
pada ayat (1) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD
mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
dimaksud.
Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Kepala Desa hanya dapat lakul pengel
terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa
dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai

penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APH

Desa  di ik dan dap persetujuan

¥

Bupati/Wali Kota

Pasal 37

Bupati/Wali Kota dapat delegasikan evaluasi R gan
Peraturan Desa tentang AFPB Desa kepada camat atau
scbutan lain,




Pasal 38
(1) Rancangan Peraturan Desa lentang APB Desa yang telah
dievaluasi ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan

Desa tentang APB Desa.

{2) Peraturan Desa tentang APB Desa schagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapk paling lambat tanggal 31
Desember tahun anggaran sebelumnya.

{3) Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala
Desa tentang penjabaran APH Desa sebagal peraturan
pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa

{4) Kepala Desa menyampaikan Desa tentang APH
Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB
Desa kepada Bupatl/Wali Kota paling lama 7 {tujuh) hari
kenja setelah ditetapkan,

Pasal 39
(1) Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB
Desa kepad, yarakat melalut media infi
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:
a. APB Desa;
b, pelaksana kegatan anggaran dan tim  yang
melaksanakan kegiatan; dan
¢, alamat pengaduan,

Pasal 40
(1) Pemerintah Desa dapat melalkukan perubahan APB Desa
apabila terjadi:

a penambshan  dan/atau pengurangan  dalam
pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;

b, sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan
pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan
dalam tahun berkenaan,

¢, keadaan yang menycbabkan harus  dilakukan
pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar
kegiatan, dan antar jenis belanja; dan






